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Penelitian ini membahasKekuatan Politik Muhammadiyah Di Kecamatan 
Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, penelitian 
ini dilaksanakan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Data dikumpulkan dengan 
cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini  menggunakan Teori 
Strategi Politik dan Teori Partisipasi Politik. Penelitian ini bertujuan ingin 
mengetahui Partisipasi Politik Kader Muhammadiyah dan strategi Kader 
Muhammdiyah. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk partisipasi politik yang terjadi di 
Kecamatan Bajeng yaitu bentuk Partisipasi Politik  Konvensional, yaitu meliputi Ikut Serta 
Dalam Kegiatan Pemilihan, bergabung di Partai Politik.Bentuk partisipasi politik tersebut 
dapat dilihat dari Partisipasi politik yang ada di Kecamatan Bajeng cukup baik dengan 
berhasilnya kader Muhammadiyah dalam proses pemilihan Anggota legislatif pada tahun 
2014 dan besarnya angka partisipasi pemilih yaitu sekitar 7,5%.Sedangkan bentuk lainnya 
yaituBergabungnya kader Muhammadiyah di Partai Politik merupakan bentuk upaya kader 
Muhammadiyah untuk terlibat dalam sisitem, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan 
orang banyak.Kader Muhammadiyah dalam melakukan strategi politik cenderung 
diuntungkan oleh eksistensi Muhammadiyah di kecamatan Bajeng, pembauran 
Muhammdiyah di masyarakat begitu masif dan dirasakan langsung oleh masyarakat baik 
disektor agama, kesehatan serta pendidikan membuat Muhammdiyah menjadi oragniassi 
keagamaan yang sentral di masyarakat Bajeng. Strategi yang dilakukan adalah dengan 
menjual visi misi, melibatkan pemuda, mengoptimalkan peran Muhammadiyah serta 
mengandalkan jaringan keluarga. Implikasi : Keterlibatan kader Muhammadiyah dalam 
aktifitas politik menjadi hal penting, sebab kualitas kader yang telah diakui oleh masyarakat 
menumbuhkan harapan masyarakat/kader Muhammdiyah sebagai perwakilan mereka dii 
masyarakat namun akan menjadi bomerang ketika para elit Muhammiyah tersebut tidak 
menajalankan amanah mereka akan berdampak buruk terhadap citra kader tersebut. 
 












A. Latar Belakang Masalah 
Muhammadiyah sebagai gerakan politik (political movement) Islam yang ada 
di Indonesia. Pergumulan dan keterlibatan Muhammadiyah dikancah perpolitikan 
bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan sampai sekarang ini. Sebagai gerakan islam 
mau tidak mau Muhammadiyah harus terlibat dalam strategi-strategi perjuangan dan 
dakwah islam di tengah-tengah masyarakat yang terjajah dan pemerintahan yang di 
anggap tidak islami. Di dalam sejarah, tokoh-tokoh Muhammadiyah banyak terlibat 
dalam politik praktis, salah satu tokoh yang terlibat ialah K.H. Mas Mansyur, dimana 
ia pernah menjadi tokoh SI dan mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) dan diikuti 
oleh kader-kader yang lain, seperti Amin Rais. Namun demikian, mereka tidak 
pernah melibatkan Muhammadiyah dalam perjuangan politik praktis, sehingga dalam 
sejarahnya Muhammadiyah tidak pernah menjadi partai politik. 
Bentuk keterlibatan politik Muhammadiyah sekarang ini adalah high politics, 
yakni lebih mengedepankan moral daripada sekedar memperoleh kekuasaan 
sebagaimana pada umumnya perjuangan yang dilakukan oleh para pelaku low politics 
(politik praktis kepartaian). Lalu, apa yang ingin didapatkan Muhammadiyah dalam 
high politics-nya? Berpolitik tentu ada tujuan sebagaimana yang dikatakan oleh 
Harold Laswell, mengenai pengertian politik,” who gets what, when and how” politik 
adalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Muhammadiayah adalah 
organisasi yang mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan “aspiring for 
power”, apakah itu untuk menduduki jabatan dalam bidang eksekutif, misalnya 
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Presiden, Wakil Presiden dan Menteri ataupun dalam jabatan di bidang legislative, 
apakah anggota DPR apalagi menjadi ketua dan wakil ketua di lembaga tersebut. 
Kalau ada orang orang Muhammadiyah yang menghendaki maka itu merupakan 
urusan pribadinya karena Muhammadiyah tidak akan merekomendasikannya, namun 
juga tidak akan melarangnya. Akan tetapi kalau yang bersangkutan membawa nama 
Muhammadiyah, tentu saja Muhammadiyah menentangnya. 
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengenai 
permasalahan di atas ialah: 
اََنث َّدَح  ُناَبْيَش  ُنْب  َخو َُّرف اََنث َّدَح  ُرِيرَج  ُنْب  ٍمِزاَح اََنث َّدَح  ُنَسَْحما اََنث َّدَح  ُدْبَع  ِنَْحْ َّرما  ُنْب  َةَر َُسَ  َلَاق  َلَاق 
 ِل  ُلوُسَر  ِ َّللّا  َّلَّص  ُ َّللّا  ِهَْيَوع  ََّلَّسَو  َي  َدْبَع  ِنَْحْ َّرما  َنْب  َةَر َُسَ  َل  َْلأَْسج  َةَراَم
ِ
ْلا  َّ ه
ِ
َاف َك  ْن
ِ
ا َاَتَيِطْعُأ  ْنَع 




اَو َاَتَيِطْعُأ  ْنَع  َِْيغ  ٍََلأْسَم  َتْنِعُأ َاَْيَْوع اَذ
ِ
اَو  َتَْفوَح  ََلّع  ٍيَِمي  َْتيَأََرف اَه ََْيغ ا ًْيَخ 




Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh telah menceritakan 
kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami al-Hasan telah 
menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Samurah dia berkata, 
Rasulullah saw., pernah bersabda kepadaku: Wahai ‘Abdurrahman bin 
Samurah, janganlah kamu meminta-minta jabatan, karena meminta jabatan 
resikonya sangatlah berat, namun jika kamu diserahi jabatan tanpa kamu 
minta, maka kamu akan ditolong dalam jabatanmu. Dan apabila kamu 
bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian kamu melihat ada sesuatu yang 
lebih baik dari sumpahmu itu, maka bayarlah kafarah (denda) dari sumpahmu 
itu dan lakukanlah sesuatu yang lebih baik dari sumpahmu. 
Hadis di atas menggambarkan bahwa calon legislative yang meminta jabatan 
kepada pemerintah maka Allah tidak akan memberi dia pertolongan dan tata cara 
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Muslim Ibn al-Hajjj Abu al-Hasan al-Khusairi al-Naisaburi, Al-Muslim al-Sahihal-
Mukhtasir bi Naqli al-‘Adli ila Rasulullah saw., (Sahih Muslim), Juz. III (Baerut; Darihya‘ al-Tiras al-








dalam memimpin2 karna hal ini merupakan masalah krusial bagi masyarakat. 
Sekalipun demikian, Muhammadiyah mempunyai kepentingan yang sangat besar agar 
yang berada dalam kekuasaan pemerintahan benar-benar mengerjakan amanahnya 
yang sebaik-baiknya, dengan memperhatikan nilai-nilai moral. Hal ini ditegaskan 
oleh Amin Rais sebagai pemimpin high politics. 
Tumbuh dan berkembangnya kekuatan politik merupakan fenomena politik 
kebangsaan, sejak kesadaran nasional Pra-Kemerdekaan hingga perkembangan poltik 
bangsa dewasa ini. Perbincangan mengenai poltik dan demokrasi dalam sejarah poltik 
nasional merupakan pembicaraan yang banyak menyita perhatian publik, mulai dari 
masyarakat akademik, politisi, aktivis hingga masyarakat awam. 
 Kemunculan kekuatan-kekuatan poltik merupakan manifestasi dari aneka 
ragam ideologi dan kepentingan yang bersemai dalam masyarakat. Tuntutan 
demokrasi dan demokratisasi bangsa tidak hanya berhenti pada soal politik kekuasaan 
seperti pemilihan umum (pemilu) sebagai pintu masuk kekuatan politik untuk 
mengendalikan birokrasi yang merupakan organisasi administrasi negara yang 
berfungsi menjalankan tata pemerintahan, sekaligus diharapkan berperan mendorong, 
transformasi demokrasi bangsa, tetapi juga demokrasi sebagai ruang publik bagi 
negosiasi kepentingan elit dan rakyat.  
Demokrasi menjadi arena untuk mendistribusikan kekuatan secara adil, 
artinya setiap warga negara memperoleh hak yang sama untuk terlibat dalam 
pembuatan keputusan publik. Fungsi penyediaan ruang partisipasi warga inilah yang 
berkembang menjadi suatu arena artikulasi politik warga dalam sistem demokrasi 
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Abu Zakariyyah Mahyuddin Yahya al-Nawawi, Al-Mahaj Syarhn Sahih Muslim Ibn al-
H}ajjaj, Juz. XI (Cet. II; Baerut: Dar Ihya‘ al-Tiras al-‘Arabiyyah, 1392), h. 116.  
 
 
yang tidak hanya berhenti pada dimensi politik, tetapi mencakup arena arena lain 
diluar politik tersebut.3 
Dinamika politik kerapkali menghadirkan pergulatan yang cukup menguras 
energi baik para politisi yang terlibat langsung maupun pihak-pihak yang tidak secara 
langsung terlibat di dalamnya. Tidak hanya masyarakat secara personal, institusi 
kemasyarakatan (organisasi) yang bergerak di luar politik juga terkena dampaknya. 
Menjelang pemilihan umum (pemilu), persaingan antar partai politik (parpol) 
menarik simpati dan dukungan suara semakin kuat. Janji janji politik melalui 
penyampaian visi dan misi pembangunan negara ditawarkan secara transparan. 
Ideologi partai juga terpampang dalam platform yang menunjukkan orientasi politik 
dan corak massa yang akan diminta dukungan suaranya. 
Namun dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak akan mengupas keadaan 
kekuatan politik yang ada di Indonesia, melainkan penulis akan lebih merucut 
tepatnya di Kabupaten Gowa Kecamatan Bajeng terkhusus yang berorganisasi 
Muhammadiyah. Pada tahun 2008 hingga sekarang (2018), telah terbukti dan berhasil 
kader Muhammadiyah menjadikan anggotanya menduduki jabatan di  pemerintahan 
terkhusus di kecamatan Bajeng. Survey membuktikan bahwa, sebagian besar 
masyarakat yang hidup di Kabupaten Gowa Kecamatan Bajeng masuk dalam 
organisasi Muhammadiyah. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa terpilihnya 
pemimpin dari kader Muhammadiyah di karnakan banyaknya anggota yang 
berdomisili di tempat tersebut (Kecamatan Bajeng).  
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Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Poltik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Poltik dan 





Study kasus ditahun 2014 sampai sekarang (2018), anggota legislatife 
Kabupaten Gowa yang mencalonkan dirinya di DPRD, ada 4 orang. Notabenenya 
berasal dari organisasi Muhammadiyah, namun ketika pemghitungan suara yang 
berhasil menduduki jabatan ialah anggota yang berorganisasi Muhammadiyah. Hal 
ini menandakan bahwa, kekuatan politik yang ada di Kabupaten Gowa Kecamatan 
Bajeng tak lepas dari kekuatan yang berasal dari organisasi tersebut yaitu 
Muhammadiyah. Padahal Allah telah menerangkan di dalam al-Qur„an tepat surah al-
Baqarah (2) ayat 30 menjelaskan bahwa untuk memilih pemimpin dialah yang dapat 
mengaplikasikan nilai-nilai moral serta memakmurkan masyarakat yang pimpinnya, 
bukan karna memilih pemimpin yang dilihat dari backrgroundnya. Surah Al-Baqarah 
(2) ayat 30, sebagai berikut: 
 ُمَاق ًةَفيِوَخ ِضْرَْلْا ِفِ ٌلِعاَج ِّنّ
ِ
ا ِةَِكئَلََمْوِن َكُّ بَر َلَاق ْذ
ِ
اَو َايِْف ُدِسُْفي ْنَم َايِْف ُلَع َْتََأ او     
             َنوَُموَْعث َل اَم َُلّْعَأ ِّنّ
ِ




Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya 
aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: 
“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” 
Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui”. 
Ayat di atas menunjukkan bahwa kekhalifaan/kepemimpinan terdiri atas tugas 
dan wewenang yang dianugerahkan Allah swt, maka makhluk yang diserahi tugas itu 
harus melaksankan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah swt.5 Dalam artian 
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Departement Agama, Al-Qur‘a>n al-Kari>m (Jakarta: Pustaka al-Hanah, 2009), h. 9. 







manusia sebagai khalifah/pemimpin di muka bumi ini bertugas memakmurkan dan 
membangunnya sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah swt. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
masalah pokok yang menjadi pembahasan penelitian dalam kajian skripsi ini adalah: 
1. Bagaimana Partisipasi Politik Kader Muhammadiyah di Kecamatan 
Bajeng Kabupaten Gowa  ? 
2. Bagaimana Strategi Kader Muhammadiyah Dalam Membangun Kekuatan 
Politik di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya yaitu untuk 
mengetahui pengaruh kekuatan politik di Kecamatan Bajeng. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teorik 
Penelitian ini diharapkan berguna dan memberi kontribusi bagi 
pengembangan Ilmu Politik khususnya kajian seputar kekuatan politik 
muhammadiyah di kecamatan bajeng kabupaten gowa. 
b. Kegunaan Praktis 





Diharapkan dengan adanya penelitian ini, jurusan dapat 
mengeksplorasi kajian tentang kekuatan politik pada umumnya dan 
kekuatan politik muhammadiyah pada khususnya dalam materi 
perkuliahan dan diskusi/dialog serta seminar yang dilaksanakan oleh 
jurusan. 
2) Bagi pembaca 
Agar  dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta studi kasus bagi 
pembaca dalam melihat demokrasi pada ranah lokal dan diharapakan 
penelitian ini memberikan pengetahuan  tentang kekuatan poltik 
muhammadiyah di kecamatan bajeng kabupaten gowa. 
3) Bagi Elit/Politisi 
Diharapkan dapat bermanfaat terhadap elit/politisi sebagai 
acuan dalam melihat pelaksanaan pilkada dan pengaruh 
muhammadiyah dalam mencapai tujuan, menempatkan diri dalam 
masyarakat, membangun relasi yang baik serta mengkonversikan 
kekuatan yang dimiliki sehingga dapat memberikan pengaruh dalam 
kontestasi politik yang di ikuti. 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka memuat hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan 
penelitian yang dimaksud, dengan tujuan untuk menghindari duplikasi, di samping itu 





Kecamatan Bajeng masih jarang kita jumpai. Tinjauan pustaka bertujuan untuk 
meletakkan posisi penelitian diantara penelitian yang telah ada.6  
Studi terhadap Kekuatan Politik Muhammadiyah, sudah banyak diterbitkan 
namun sampai saat ini belum ada yang membahas tentang kekuatan politik 
Muhammadiyah di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Adapun beberapa referensi 
dan karya ilmiah yang berkaitan dan mendukung penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Suratman dalam skripsinya yang berjudul Elit dan Muhammadiyah Dalam 
Politik (Studi Kasus: Kemenangan A.M. Iqbal Parewangi Sebagai 
Anggota DPD RI Pada Pemilu 2014). Bahwa meskipun Muhammadiyah 
dimaksudkan sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, bukan sebagai 
organisasi politik. Namun demikian tidak berarti bahwa Muhammadiyah 
anti politik, karena bagaimana pun Muhammadiyah berkepentingan 
dengan politik untuk mendukung dan melancarkan gerakan dakwahnya. 
Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan politik, Muhammadiyah  
selalu berhati-hati dan bersikap lentur, dengan tetap menjaga komitmen 
untuk  mengutamakan bidang dakwah, pendidikan dan kesejahteraan 
sosial. Dalam  sejarah perkembangannya, Muhammadiyah telah melewati 
3 masa pemerintahan  dari era Soekarno hingga era reformasi saat ini. 
Kehadiran elit birokrasi dalam  Muhammadiyah berkembang bersamaan 
dengan pergeseran kehidupan sosial  politik di tingkat makro dalam 
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percaturan politik umat Islam dengan terjadinya hubungan yang saling 
akomodatif atau konvergensi antara Islam dan negara serta antara 
kelompok santri dan abangan yang melahirkan situasi politik baru di                                                
Indonesia. 
Keterlibatan Muhamamdiyah dalam politik sama sekali bukan hal 
baru. Namun demikian, memahami Muhammadiyah sebagai entitas politik 
ansich tentu kurang tepat. Secara kelembagaan bisa jadi tidak 
memperlihatkan wajah politis, tetapi anggota-anggotanya bisa leluasa 
terlibat dalam politik. Peta dan dinamika politik yang berubah juga 
menggiring pilihan-pilihan kelembagaan ormas untuk berubah dalam cara 
mensikapi perkembangan politik. Terbukanya kran politik memungkinkan 
secara organisatoris trelibat dalam proses elektoral di daerah sebagai 
kebutuhan strategis dakwah maupun sebagai “korban” tarik menarik 
kepentingan politik elit tertentu, atau keduanya. Salah satu perubahan 
filosofi berpolitik Muhammadiyah adalah dari “menjaga jarak yang sama 
dengan kekuatan politik” menjadi “menjaga kedekatan yang sama dengan 
kekuatan politik”. Ungkapan sederhana ini mempunyai dampak serius 
dalam perilaku elektoral pengurus Muhammadiyah di daerah secara 
nasional. 
2. Hikmawan Syahputra dalam skripsinya yang berjudul Peran Politik 
Muhammadiyah, Tahun 2010 – 2014 mengkaji bahwa permasalahan yang 







di usiannya7 memasuki abad kedua saat ini perlu adanya sikap konsistensi 
terhadap kihttahnya dalam berperan aktif menjadi jembatan bagi 
masyarakat menghadapi permasalahan bangsa. Karenanya dalam peristiwa 
sejarah dan persentuhannya dengan perpolitikan nasional, Muhammadiyah 
sering kali dianggap telah keluar dari tujuan organisasi, yang sejatinya 
Muhammadiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan berbasis agama 
yang mencurahkan perhatiannya di bidang sosial, dan pendidikan, 
misalnya keterlibatan Muhammadiyah yang terlalu praktis dalam 
berpolitk, seperti pengalaman keterlibatan Muhammadiyah dalam anggota 
istimewa Masyumi dan menginisiasi berdirinya Parmusi (Partai Muslimin 
Indonesia), atau yang terbaru keterlibatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
sewaktu melakukan aksi dukung mendukung secara eksplisit terhadap 
salah satu calon presiden pada Pemilu 2004 telah mengakibatkan 
kerugiaan yang tidak sedikit.20 Muhammadiyah dijadikan basis dukungan 
massa partai politik, serta fokus dakwah kemasyarakatan Muhammadiyah 
mulai teracuhkan. Dengan segala pencapaiannya sepanjang satu abad 
silam berada dalam posisi yang tepat sehingga pantas untuk meningkatkan 
kontribusinya kepada warga negara dan bangsa Indonesia di usianya pada 
awal abad kedua saat ini. Penelitian ini menjelaskan bagaimana 
sesungguhnya kedudukan peran, sikap dan fungsi politk yang dilambil 
oleh Muhammadiyah dalam memposisikan dirinya sebagai civil society 
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dan bagaimana aktualisasi peran politiknya tersebut emasuki usia yang 
kedua abad saat ini yang dimulai sejak Muktamar ke-46 tahun 2010 
hinggan menjelang Pemilu 2014. 
3. Nur Febriyanto dalam skripsinya yang berjudul Perjuangan Politik K. H. 
Ahmad Dahlan Dalam Muhammadiyah Di Yogyakarta 1912 – 1923, 
bahwa  secara garis besar bisa dikatakan bahwa gerakan politik K.H. 
Ahmad Dahlan terhadap pemerintah Hindia Belanda bercorak “Rival-
Moderat”. Sejauh penelusuran peneliti, tidak ditemukan sama sekali 
bahwa adanya ucapan-ucapan atau pun tulisan-tulisan secara terang-
terangan menentang pemerintah Hindia Belanda. Hal ini bukan berarti 
K.H. Ahmad Dahlan memihak Belanda. Meski secara lisan ia tidak 
mengecam Belanda namun gerakannya berorientasi pada kesejahteraan 
sosial dan peningkatan sumber daya manusia jelas merupakan bukti 
usahanya melawan penjajahan. Jelas sekali terlihat dari berbagai gerakan 
politik K.H. Ahmad Dahlan 8yang terkesan “menghormati” keberadaan 
pemerintah Hindia Belanda. Sehingga secara politis K.H. Ahmad Dahlan 
tidak pernah dibatasi gerakannya oleh pemerintah dan keberadaan 
Muhammadiyah tidak menjadi ancaman bagi pemerintah. 
4. Zilfaroni dalam skripsinya Peran Politik Muhammadiyah Dalam Era 
Reformasi (Studi Kritis Perilaku Politik Muhammadiyah Di Era 
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Reformasi !998 – 2000), bahwa begitu banyak peranan Muhammadiyah 
yang telah mewarnai kehidupan di Indonesia ini diantaranya dibidang 
politik. Penelitian ini berusaha mengungkapkan peranan Muhammadiyah 
dibidang politik pada masa kontemporer, terutama perilaku politik 
Muhammadiyah pada era reformasi melalui Partai Amanat Nasional 
(PAN) tahun 1998-2000. walaupun PAN bukan satu-satunya partai politik 
orang Muhammadiyah, tetapi hadirnya PAN tahun 1998 sangat dekat 
dengan Muhammadiyah, meskipun Muhammadiyah tidak terikat dengan 
partai politik manapun. sejarah mencatat Muhammadiyah tidak pernah 
berpolitik praktis, namun sebagai individu pada organisasi tersebut boleh 
berpolitik. Selama itu hubungan antara Muhammadiyah dengan politik 
bersifat khas. Muhammadiyah, disatu pihak bukan menjadi organisasi 
politik, tetapi dipihak lainnya Muhammadiyuah harus tetap 
memperdulikan masalah politik internasional. Hal ini dilakukan karena 
berkaitan dengan konsep dakwah dan kegiatan sosial. Sehubungan dengan 
hal ini Amien Rais mengatakan, “Dalam banyak hal, kelancaran dakwah 
dan syiar Islam ditentukan oleh payung politik yang ada. Bila payung 
politik yang ada tidak melindungi kelancaran dakwah, organisasi seperti 
Muhammadiyah akan banyak menemui hambatan dalam melaksanakan 
aktivitasnya.9 
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Perubahan Muhammadiyah selalu berkaitan dengan berbgai persoalan 
yang ada di masyarakat, sehingga Muhammadiyah mampu merespon 
zaman. Hal ini dapat dilihat pada masa kepemimpinan KH.A. Azhar 
Basyir yang lentur kepada pemerintah Orde Baru. Muhammadiyah pada 
waktu itu termasuk pilar yang berada dalam pandangan paradigma 
akomodasi Islam dengan penguasa Orde Baru. Perubahan dalam 
Muhammadiyah terjadi pula ketika kepemimpinan berada di tangan 
Amien Rais, dimana Muhammadiyah mulai kritis dan selektif terhadap 
kebijakan pemerintah Orde Baru 
E. Fokus Penelitian 
Penelitian ini mengkaji tentang Kekuatan Politik Muhammadiyah Di 
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Di awali dengan melihat partisipasi politik 
kader Muhammadiyah di kecamatan bajeng kabupaten gowa. Selanjutnya melihat 
bagaimana strategi kader Muhammadiyah dalam membangun kekuatan politik di 
kecamatan bajeng kabupaten Gowa. Adapun kekuatan politik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kemampuan orang muhammadiyah kecamatan bajeng 
mendudukkan kader kadernya pada jabatan politik seperti di DPRD kabupaten Gowa 









A. Strategi Politik 
Stretegi berasal dari kata strategia yang memiliki konotasi pengertian sebagai 
suatu seni (art) dan ilmu (science) tentang pengendalian militer. Berdasarkan hasil 
surveynya, Rue dan Holland menyimpulkan bahwa pengertian strategi adalah suatu 
penentuan dan evaluasi berbagai alternatif cara untuk mencapai misi atau tujuan, 
termasuk pemilihan alternatif-alternatifnya.Sedangkan dalam Oxford Learner‟s 
Pocket Dictionary, devinisi strategi yang dalam Bahasa Inggris adalah strategy, 
adalah plan indeed achieve a particular purpose atau rencana yang diharapkan untuk 
meraih sebagian tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 
seperangkat aktivitas yang digunakan untuk merencanakan, menentukan dan 
mengevaluasikan berbagai cara untuk mencapai misi dan tujuan yang diharapkan. 
Sedangkan untuk strategi politik menurut Baihaqi, strategi adalah suatu alat dan cara 
untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 10 
Strategi politik kemudian diartikan sebagai alat politik untuk mendapatkan 
sesuatu. Baik itu mendapatkan kemenangan, jabatan, dan kekuasaan. 23 Dalam 
sebuah strategi tersimpan tujuan khusus, salah satunya adalah “kemenangan”. 
Sehingga untuk mencapai kemenangan tersebut dibutuhkan suatu metode 
perencanaan strategi. Dalam buku Peter Schroder dijelaskan, bahwa terdapat empat 
perencanaan strategi, yaitu: 1) pendekatan metodologis: kemiliteran, berorientasi 
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pasar dan politis, 2) model kemiliteran, 3) model perencanaan korporasi, dan 4) 
model perencanaan korporatis.11 
a. Pendekatan Metodologis 
Dalam pendekatan ini terdapat gambaran yang memiliki makna masing-
masing ada perbedaan dan persamaan.Pendekatan tersebut saling berpotongan tidak 
hanya karena dalam persamaan metodologinya, tetapi juga karena beberapa menjadi 
bagian dari strategi lainnya.Dengan demikian strategi militer dapat selalu menjadi 
bagian dari strategi politis, dan sebuah strategi politis juga selalu merupakan strategi 
pasar, atau setidaknya menunjukkan adanya orientasi pasar, yang perlu kita lihat pada 
saat kampanye pemilu. 
b. Pendekatan Kemiliteran 
Menurut Wylie, tujuan awal seorang perencana strategi dalam perang adalah 
memiliki kontrol atas musuhnya. Kontrol ini terjadi melalui suatu pola perang yang 
dimanipulasi dengan cara agar titik berat perang tersebut bergerak ke arah yang 
menguntungkan si perencana strategi dan merugikan musuh. Titik berat perang 
menentukan hasil perang tersebut.Oleh karena itu, tujuan utama strategi adalah 
memindahkan titik berat perang bagi keuntungan pihak sendiri. Hal ini tergantung 
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c. Model Perencanaan Korporasi 
Perencanaan korporasi merupakan analisa sistematis dan perumusan tujuan 
yang mengarah ke depan, yang mencakup cara dan pilihan-pilihan bersikap, pilihan 
optimal yang dimiliki dan penetapan instruksi-instruksi untuk merealisasikannya 
secara rasional. 
d. Model Perencanaan Politisi 
Dalam proses perencanaan politis terdapat pola yang diutamakan yaitu: 
Perencanaan strategi melakukan upaya untuk memposisikan organisasi berdasarkan 
realita lingkungan operasionalnya. Ada dua jenis lingkungan: 1) Lingkungan 
eksternal yang merupakan wilayah dimana kekuatan atau faktor lain mempengaruhi 
atau dipengaruhi oleh organisasi tersebut, 2) Lingkungan internal, yang terdiri atas 
sumberdaya-sumberdaya, kekuatan, peluang, serta tuntutan dari dalam organisasi itu 
sendiri. Perencanaan strategi harus mampu mengenali dan menilai peluang dan 
ancaman yang terjadi di lingkungan eksternal yang berhubungan dengan visi, serta 
tujuan akhir organisasi.12 
1) Strategi Perluasan Pasar 
Dalam kampanye pemilu Strategi perluasan pasar secara ofensif dalam sebuah 
pemilu bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih 
tradisional (tetap) yang telah ada. Strategi ini perlu disiapkan melalui sebuah 
kampanye pengantar, untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru apa 
saja dan penawaran mana saja yang lebih baik, dibanding dengan penawaran partai-
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partai lainnya. Bagi partai sendiri, persyaratan berikut harus dipenuhi dan 
konsekuensinya harus dipertimbangkan: 
a) Platform partai harus disertakan dan melengkapi program yang baru  
b) Bersamaan dengan ditampilkannya program baru, profil partai juga akan 
berubah. Karena itu, profil yang baru harus tetap dapat diterima oleh pemilih 
lama, sehingga bertambahnya jumlah pemilih baru tidak diiringi oleh 
hilangnya lama, atau jumlah pemilih. 
c) Orang-orang tertentu harus selaras dengan program tertentu. Orang-orang 
tersebut harus menampilkan keselarasan program dan individu.  
d) Program atau isu baru tidak dapat dimunculkan secara tiba-tiba. Sebelumnya 
para pemegang jabatan atau wakil rakyat yang terpilih harus sudah 
dipersiapkan melalui program pengembangan SDM. II. Dalam penerapan 
kebijakan Dalam kasus ini, produk baru yang ditawarkan, yakni kebijakan 
baru atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan oleh kebijakan baru 
tersebut perlu dipropagandakan. Untuk itu pertama-tama kebijakan tersebut 
harus dirumuskan secara jelas. Kebijakan yang belum rampung sama tidak 
menariknya dengan produk yang belum rampung.  
2) Strategi Penembusan Pasar 
Strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau 
warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik 
atau baru, melainkan penggalian potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau 







Dalam mengimplementasikan strategi, faktor manusia sebagaimana halnya 
faktor oprerasional perlu diperhatikan. Syarat agar suatu strategi dapat di 
implementasikan adalah diputuskannya tujuan taktis, dirumuskannya citra yang 
diinginkan, dan dialihkannya kelompok target, pesan kelompok target serta instrumen 
pokok.Setelah itu, barulah peraturan-peraturan untuk melaksanakan  strategi perlu 
ditetapkan. Peraturan ini merupakan salah satu bagian implementasi yang sangat 
penting, dalam mengimplementasikan strategi politik, ada tiga faktor yang memiliki 
peranan penting: pimpinan politik, pimpinan partai, dan anggota partai atau 
sukarelawan kerja sama pada tingkatan kuantitas, kualitas, pendidikan, motivasi dan 
moral merupakan syarat awal keberhasilan pelaksanaan strategi. Sementara dalam 
mengimplementasikan strategi di bidang oprasional, syarat awal untuk keberhasilan 
tergantung pada prinsip-prinsip percepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.13 
Sistematika 10 langkah strategi politik, yaitu : 
a. Merumuskan Misi 
Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara 
strategi. Hal ini harus mencakup 3 elemen yaitu tujuan secara keseluruhan yang 
menguraikan posisi yang inin kita capai melalui perencanaan startegi tersebut, 
alsan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka 
waktu(kurun waktu)dimana kesleuruhan tujuan harus dicapai. 
                                                             






Dalam sebuah strategi politik , misi dapat diartikan persetujuan atau suatu 
posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu dipilih sebagai kandidat. 
Dalam sebuah perencanaan karir politik, misi harus menyatakan untuk siapa 
strategi itu direncanakan . dengan dmeikian misi dapat menetapkan suatu 
kerangka atau batasan. 
Misi harus mengidentifikasi jangka waktu hingga kapan keseluruhan 
sasaran hrus dicapai dan misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu optimis 
sehingga menjadi tida realistis.  
b. Penilaian Situasi dan Evaluasi 
Analisa situasi dan evaluasi mebhasa fakta-fakta yang dikumpulkan, 
yang dikelompokkan kedalam keuatan dan kelemahan serta perkiraan 
kemungkinan keberhasilan yang terrealisasi. 
1). Pengumpulan Fakta 
 Pengumpulan fakta berarti pengumpulan fakta-fakta internal dan 
eksternal yang relevan. Fakta eksternal adalah fakta yang menyangkut para 
pekerja atau lingkungan dimana akan direalisir. Pembatasan antara fakta 
internal dan eksternal tidak terlalu mudah, tapi pembatasan dilakukan sebelum 
proses pengumpulan fakta dimulai, untuk menghindari munculnya 






organisasi-organisasi yang merupakan pesaing langsung dari organisasi kita 
sendiri. Fakta lingkungan adalah fakta yang berasal 
2). Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan  
 Fakta-fakta telah berkumpul, secara sistematis diglongkan dan 
ditimbang berdasarkan kadar relevansi, ukuran, kepentingan dan urgensi. 
Setiap fakta diteliti untuk menetukan apakah fakta-fakta tersebut mendukung 
atau justru mengganggu pelaksanaan. Apbila sebuah fakta medukung, fakta 
ini menjadi kekuatan. Sebaliknya apabila menganggu pelaksanaan, ia akan 
menjadi kelemahan. 
3.Analisa Kekuatan da Kelemahan   
 Kekuatan dan kelemahan sudah diketahui, maka keduanya harus 
dievaluasi.Setelah mengelompokkan mereka berdasarkan kadar kepentingan, 
perlu untuk menetapkan apakah kita memiliki pengaruh terhadap kelemahan-
kelemahan tersebut dalam arti dapat mengeliminir atau setidaknya 
menguranginya. Dalam menganalisa dan mengevaluasi kekuatan dan 
kelemahan kita, yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan dalam 
konteks perencanaan stretegi politik dan mengamati lingkungan eksternal. 
5. Umpan Balik  
 Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan, langkah berikutnya 
adalah menentukan apakah dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah 
ditetapkan. Apabila analisa kekuatan dan kelemahan menunjukkan bahwa ada 






dan kelemahan cukup dapat dilindungi, maka tersebut memiliki keuntungan 
untuk dapat dicapai. 
c. Perumusan Sub-Strategi 
Sementara langkah penilaian situasional lebih menyibukkan diri dengan 
keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju kedepan untuk 
perumusan sub-strategi .Langkah-langkahnya sebagai berikut meyusun tugas-tugas, 
merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah 
selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu 
dievaluasi. 
1.Menyusun tugas-tugas 
Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, lahirlah tugas-tugas yang harus 
diselesaikan. Tugas-tugas tersebut adalah meneliti kelemahan kita yang harus 
dieliminir, memberikan pertahanan dengan cara menutupi, mengalihkan perhatian 
yang harus dibangun, setelah itu menelaah kekuatan kita untuk menyerang lawan dan 
jika lawan menunjukkan kelemahan yang tidak berhubungan dengan kekuatan kita, 
maka kita harus membangun kekuatan ini. 
2. Merumuskan Strategi 
Pertama-tama harus memilih isu-isu yang dihadapkan denfgan pesaing atau 






jelas . Lingkungan didalam penentunan isu dan memusatkan kekuatan serta semua 
penyerangan hanya satu isu dalam waktu tertentu saja. 
  3.Mengevaluasi Strategi  
Maisng-masing strategi yang dipilih untuk menyelesaikan tugas haruslah 
saling melengkapi. Mereka harus saling cocok, baik ditingkat sub-sub strategi 
maupun dalam strategi menyeluruh. Karena itu diperlukan evaluasi terhadap strategi 
–strategi yang dipilih serta strategi itu dirumuskan. 
d. Perumusan Sasaran 
Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke 
unit-unit taktis, dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah 
ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan 
lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan, maka pendektan 
untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan 
kelemahan sendiri juga ditetapkan Tujuan harus menggambarkan kedaaan pada akhir 
sebuah proses dalam jangka waktu tertentu.Tujuan ini harus dapat dicapai dan tidak 
boleh menjadi ilusi belaka. Tujuan sudah dirumuskan  maisng-masing strategi harus 
direalisasikan dab dijalankan. Tujuan ini masing-masing harus dibagi ke dalam unit 
taktis yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan, karena itu kuantitas, kualitas, 







e. Target Image  
Suatu kegiatan kehumasan atau public relationship dirumuska dan 
diimplementasikan ditingkat PR, setelah keputusan mengenai citra yang diinginkan 
(taget image)ditetapkan .Target image melukiskan citra yang diharapkan yang hendak 
dicapai setelah dijalankan rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam 
kelompok target. Target image ditentukan oleh keputusan strategis mengenai 
perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis 
konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan. 
f. Kelompok-kelompok Target 
Kelompok terget adalah kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi 
mereka yang penting untuk pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam 
waktu yang telah ditetapkan .Kelompok ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan 
keputusan startegis, khususnya tujuan taktis dan melalui analisa citra yang diinginkan 
(target image).Apabila kelompok target  telah didefnisikan fonsai untuk implementasi 
startegi yang komunikatif ditetapkan.Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok 
target dan instrumen-instrumen kunci. Perumusan Sasaran. 
g. Pesan Kelompok Target 
Kelompok target yang telah dibahas diatas membutuhkan informasi-informasi 
tertentu berdasarakan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya untuk 
memungkinkan berkasi sesuai dengan apa yang telah direncakan strategis. Informasi 






tidak untuk semua kelompok target yang ada. Perlu diperhatikan bahwa pesan yang 
diterima masing-masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan 
pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir 
masa kampanye, utnuk memberikna janji tertentu kepada kelompok pemilih tertentu. 
h.Instrumen-instrumen Strategi 
Pemilihan instrumen kunci tertentu berkaitan dengan aksi-aksi dan alat 
komunikasi yang akan digunakan . instrumen –instrumen dan aksi ini disesuaikan 
secara khusus bagi kelompok target untuk itu syarat bahwa kelompok yang 
dijalankan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu. Karen setiap kelompok 
target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu.Pemilihan 
insrtumen-instrumen kunci yang akan digunakan untuk sekaligus menghasilkan 
keputusan-keputusan penting yang akan berhunungan dnegan sumber daya untuk 
memgimplementasikan strategi serta efektifitas kampanye.Keputusan ini beserta 
kelompok target yang dipilih menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan strategi. 
h. Implamentasi Strategi 
Dalam mengimplementasikan startegi faktor manusia dan faktor operasional 
perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi srategi dilakukan terlebih dahulu perlu 
diambil keuptusan mengenai tujuan taktis.perumusan citra yang diinginkan, 
identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrumen kunci. Setelah itu 






i. Pengendalian Strategi 
Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan 
penerapan suatu startegi. Elemen yang pertama adalah prinsip pengumuplan data 
intelijen dan perolehan informasi. Elemen yang kedua adalah prinsip perlindungan 
informasi dipihak sendiiri.14 
B. Teori Partisipasi Politik 
 
Salah satu esensi dasar dari kehidupan demokrasi adalah partisipasi politik, 
dan ciri masyarakat modern adlah keikiutsertaan dalam politik. Keikutsertaan 
masyarakat tidak hanay dimaknai memberikan pilhan suaranya dalam Pemilu 
legislatif. Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk 
mempengaruhi pengambilan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam 
posisinya sebagai warga negara, bukan keran usianya. Sifat partisipasi politik adalah 
sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.15 
Secara etimologi, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa 
inggris, yaitu kata “part” dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi 
“to partisipate” yang bermakna turun ambil bagian.  Partisipasi memerlukan tata nilai 
yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang nyata), yang 
menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat, dan berpikir 
pertanyakan, penekanan terhadap penghargaan pada nilai-nilai persamaan, 
                                                             
14








keterbukaan, perbedaan pendapat, dan berpikir mempertanyakan, berarti konsep 
partisipasi tidak megandung nilai kebebasan, tampa ada paksaan. Jika nilai yang di 
sebut terakhir ada, berarti hal tersebut tidak mencakup sebagai konsep partisipasi. 16 
Jika pengertian partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabugan 
dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi politik dapat dijelaskan 
sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau atau berperan serta dalam kegiatan kegiatan 
yang berhubugan dengan kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan 
public (publik life), pemerintahan (goverment), negara (state), konflik dan resolusi 
konflik  (conflik dan konflict resolution), kebijakan (policy), pegambilan keputusan 
(decision making), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Pengertian 
penggabugan makna tersebut telah memberikan suatu pemahaman tentang sekitar apa 
saja cakupan konsep sosiologi politik. Pemahaman partisipasi politik yang tercakup 
dalam batasan ini sagat luas. Hampir semua aktivitas kehidupan bisa termasuk atau 
terliput dalam pegertian konsep di atas. 
Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya No Easy Choice: 
Political Participation In Develoving Countries, Huntington dan Nelson membuat 
batasan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai 
pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memegaruhi pembuatan keputusan oleh 
pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, 
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mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif 
atau tidak efektif.” 
Huntinton dan Nelson menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik, 
adapapun betuk partisipasi tersebut adalah, meliputi : 
1. Kegiatan pemilihan, mencakup suara juga sumbanagan-sumbanagn untuk 
kampanye, beekrja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan di bagian 
seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses 
pemilihan.  
2. Lobbiying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk 
menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik 
dengan maksud untuk mempengaruhi Keputusan-keputusan mereke mengenai 
personal-persoalan yang mencakup sejumlah besar orang seperti kegiatan 
yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau opisisi terhadap suat 
usul legislatif atau Keputusan administratif tertentu. 
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota, atau pejabat 
dalam suat organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah 
mempengaruhi pengambilan Keputusan pemerintah.  
4. Mencari Koneksi (Contacting) meruapakn tindakan periorangan yang 
ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud 






5. Tindak Kekerasan ( violence) juga dapat meruapakn satu bentuk partisipasi 
politik, dan untuk keperluan analisis ada manafaatnya untuk 
mendidfinisikannya sebagai suat kategori tersendiri: artinya sebagai upaya 
untuk mempegeruhi pengambilan Keputusan pemerintah dengan jalan 
menimbulkan kerugian fisik terhada orang-orang atau harta benda.17 
Sedangkan Rasinski dan Tyler mneguraikan bahwa inti dari partisipasi politik 
adalah tindakan  masyarakat yang dapat mempengaruhi Keputusan politik. 
Asumsinya adalah orang paling tahu tentang suatu keinginan masyarakat atau 
individu itu sendiri. Oleh karena itu partisipasi politik individu dalam agragasi 
masyarakat sangat berperan dalam menetukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
menyangkut harkat kehidupan mereka sendiri.18 
Samuel P.Huntington dan Jon Nelson membatasi pengertian partisipasi politik 
pada beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikaf-
sikaf. Sebagai kontras, sementara, sarjana mendefinisikan partisipasi politik 
sebagai orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, serta prilaku 
politik mereka yang nyata, pengetahuan tentang politik, minat terhadap 
politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, 
persepsi-persepsi tentang relevansi politik itu semua sering kali juga tidak. 
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2. Partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat 
pemerintah.Hal tersebut didasarkan pada pejabat-pejabat pemerintah yang 
mempunyai pekerjaan profesional dibidang tersebut padahal justru kaijan ini 
pada warga negara biasa. 
3. Kegiatan partisipasi politik hanyalah kegiatan partisipasi politik hanyalalah 
kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat 
pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk menggalkan 
Keputusan agar pemerintah lebih tanggap terhadap keinginan-keinginan 
mereka. Hal tersebut merupakan tindakan-tindakan yang berusaha 
mempengaruhi kebijakan pemerintah, terlepas apakah itu legal atau tidak. 
4. Partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi 
pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. 
5. Partisipasi politik berupa kegiatan yang mempengaruhi pemerintah yang 
dilakukan langsung atau tidak langsung. Dalam artian langsung oleh 
pelakunya sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak 
langsung yaitu melalui orang-orang yang diangap dapat menyalurkan pada 
pemrintah.19 
Teori partisipasi politik dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh mengenai 
keterlibatan masyarakat atau kader Muhamamdiyah sebagai kekuatan politik pada 
pemilihan legislatif di tahun 2014. 
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                                                               BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat 
sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian 
kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan 
menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan 
untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga 
akan ditemukan pola-pola yang jelas. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dasar pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif. Alasan penulis memilih metode kualitatif karena metode 
memiliki beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih 
mendalam terhadap gejala yang terjadi dalam hal ini yaitu kekuatan politik, 
dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami 
perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka 
penelitian ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian 
kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba 
memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena. Tipe 
penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini diarahkan untuk 




mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 
menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif ini 
sendiri adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, aktual, dan akurat 
mengenai fakta-fakta. Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan 
tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif 
juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas 
satu variabel kepada variabel lain.20 
2. Lokasi Penelitian 
Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Gowa Kecamatan Bajeng. 
B. Sumber Data Penelitian 
Pada penelitian kualitatif biasa mengumpulkan data dari beragam sumber 
seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya mampu pada satu 
sumber data saja. Kemudian21, adapun sumber data yang digunakan yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data pokok dalam penelitian.Dalam penelitian peneliti 
membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan.Datayang diperoleh melalui 
lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan 
dan observasi langsung.Peneliti turun langsung ke masyarakat umum untuk 
mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan 
foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti 
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mendapatkan data-data seperti, data-data respon tokoh masyarakat dan masyarakat 
terhadap fenomena politik yang terjadi di kecamatan Bajeng kabupaten Gowa 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data penunjang penelitian.Dalam penelitian peneliti 
juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian 
sebelumnya berupa buku, jurnal.serta sumber informasi lainnya yang berkaitan 
dengan masalah penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Wawancara Mendalam (Interview) 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 
memberikan jawaban. Supaya hasil wawancara terekam dengan baik maka diperlukan 
alat bantu dalam melaksanakan wawancara tersebut, seperti alat perekam untuk 
merekam percakapan dengan informan, selain itu peneliti juga menggunakan catatan 
lapangan untuk mencatat poin-poin penting (ini selama proses wawancara).  
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur 
(mendalam).Wawancara mendalam adalah wawancara yang bebas di mana peneliti 






lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 
berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.22 
Penelitian ini mengambil data primer dari wawancara yang telah dilakukan 
terhadap komponen masyarakat.Komponen-komponen masyarakat yang dimaksud 
disini yakni informan yang sengaja dipilih untuk diwawancarai yang dianggap paham 
terhadap masalah yang akan diteliti.  Informan yang dipilih untuk diwawancarai 
secara mendalam pada pengumpulan data tersebut  
b. Dokumen/Arsip/Literatur/Hasil Penelitian Sebelumnya. 
Teknik ini merupakan cara pengumpulan dokumen atau arsip yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang merupakan sumber penting 
dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen tertulis yang telah 
diperoleh dari media cetak dan media elektronik (internet), data statistik, laporan 
penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah yang juga merupakan dokumen 
penting yang telah ditelusuri untuk memperkaya data yang telah dikumpulkan dalam 
penelitian ini.Data tersebut berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara diatas. 
c. Penelusuran Data Online 
 Data yang dikumpulkan melalui online seperti internet atau media online 
lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat 
memanfaatkan data informasi yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau 
semudah mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. 
 
 
                                                             







D. Teknik Analisis Data 
Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah 
data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta 
tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja 
dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita 
rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui 
pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap 
menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan 
tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. 
 Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan 
yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data , penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan/verivikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin 
merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah 
pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang 
disebut “analisis” 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 
transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi.Dari 
hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.berikut ini adalah teknik 
analisis data yang digunakan oleh peneliti : 
1. Reduksi Data 
Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data 






pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 
di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama 
proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan 
data.Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat 
ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan 
menulis memo. 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 
diverivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah 
penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian 
kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: 
melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam 
suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya 
2. Triangulasi 
Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik 
Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam 
pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap 
objek penelitian Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang 
berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen.  
Triangulasi data menunjuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-






yang sama. Hal ini berarti peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu 
sumber(untuk dibandingkan) dengan data dari sumber lain. Dari sini peneliti akan 
sampai pada salah satu kemungkinan: data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak 
konsisten atau berlawanan. Dengan cara begini peneliti kemudian dapat 
menggunakan gambaran yang lebih memadai (beragam persepektif) mengenai gejala 
yang diteliti.23 Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah 
sebagai berikut : 
a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara  
b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 
yang dikatakan secara pribadi.  
c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 
e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan.  
3. Menarik Kesimpulan  
Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verivikasi.Ketika 
kegiatan pengumpullan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari 
arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-
konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi 
                                                             







 Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih 
terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya 
kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode 
pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, 























A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Profil  Kecamatan Bajeng 
 
Untuk lebih detail mengenai lokasi penelitian yaitu Kecamatan Bajeng,maka 
dapat dilihat Kecamatan Bajeng dari berbagai segi sebagai berikut: 
a. Sejarah Kecamanatan Bajeng 
Bajeng merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gowa 
Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Bajeng adalah nama sebuah kerajaan pada zaman 
dahulu, dan akhirnya menjadi sebuah Kecamatan yang saat ini bernama Kecamatan 
Bajeng yang ibukotanya adalah Limbung yang terletak di Kelurahan KaleBajeng. 
Kecamatan Bajeng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 
2005. 
b. Letak Geografis dan Tofografi 
Kecamatan Bajeng merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten 
Gowa yang terletak di sebelah Utara Sungguminasa yang merupakan ibukota 






koordinat geografis berada pada 5º 17‟ 36” LS dan 119º 26‟ 10” BT. Kecamatan 
Bajeng terdiri dari daratan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:24 
 Sebelah Utara : Kecamatan Pallangga 
 Sebelah Selatan : Kecamatan Bontonompo 
 Sebelah Timur :Kecamatan Bontomarannu dan Kabupaten Takalar 
 Sebelah Barat : Kecamatan Bajeng Barat dan Kabupaten Takalar 
Kecamatan Bajeng merupakan sebuah wilayah yang berada pada daerah 
daerah dataran rendah dan mempunyai jarak tempuh 12 km dari ibukota Kecamatan 
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Gambar 4.1 Peta Kec. Bajeng 
c. Jumlah Desa dan Kelurahan 
Secara administratif Kecamatan Bajeng terdiri dari 4 Kelurahan dan 10 
Desa sebagai berikut:25 
1. Kelurahan KaleBajeng 
2. Kelurahan Limbung 
3.  Kelurahan TuBajeng 
4.  Kelurahan Mata Allo 
5. Desa Bontosunggu 
6.  Desa Maccini Baji 
7.  Desa Tangke Bajeng 
8. Desa Maradekaya 
9.  Desa Panciro 
10.  Desa Lempangang 
11.  Desa Bone 
12. Desa Pannyangkalang 
13. Desa Paraikatte 
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d. Potensi Unggulan 
Kecamatan Bajeng mempunyai potensi unggulan yaitu: 
1.  Pertanian 
2. Home Industri 
3.  Peternakan 
4.  Jasa 
5.  Kerajinan Rumah Tangga 
e. Penduduk 
Penduduk merupakan salah satu topic yang terkait dengan pembangunan  
nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk adalah faktor yang paling 
dominan, karena penduduk tidak hanyaberperan sebagai pelaksana pembangunan 
tetapi juga menjadi sasaran pembangunan.  
Pada tahun 2013 secara terus-menerus perkembangan penduduk di Kecamatan 
Bajeng terus meningkat. Komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan 
penduduk adalah kelahiran, kematian dan migrasi. Persebaran penduduk Kecamatan 
Bajeng dengan jumlah penduduk sebanyak 62.961 jiwa, tercatat penduduk terbanyak 
berada di desa Panciro sebanyak 6.307 jiwa dan jumlah penduduk terkecil terletak di 
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f. Partisipasi Politik 
Partisipasi politik pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kecamatan Bajeng yaitu 
75 %, 27jumlah ini relatif lebih besar dibandingkan dengan dengan daerah lain, 
sehingga angka partisipasi pemiih di Kecamatan Bajeng  dapat dijadikan sebagai 
variabel untuk melihat keterpilihan Kader Muhammadiyah di Kecamatan Bajeng. 
Tabel 4.1 Jumlah Pemilih Pemula di Kecamatan Bajeng 
Katagori Pemilih Jumlah Pemilih 
Pemilih Laki-Laki 3400  
Pemilih Perempuan 2050 
Pemilih Pemula 1900 
Jumlah 59.000 
 
 2. Gambaran Umum Organisasi Muhammadiyah 
Muhammadiyah merupakan gerakan sosial Islam yang didirikan pada 08 
Dzulhijjah 1338 Hijriyah/ 18 November 1912 Masehi di kauman Yogyakarta oleh 
Muhammad Darwis (KH. Ahmad Dahlan) di kauman Yogyakarta. Sebagai gerakan 
Islam, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang bersifat multiwajah, 
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aktivitasnya tidak hanya berkaitan dengan bidang agama, pendidikan, kesehatan, 
sosial dan ekonomi, tetapi juga Muhammadiyah beraktivitas pada wilayah politik 
kenegaraan.  
Dalam memahami cita-cita sosial Muhammadiyah yang terumus dalam 
berbagai doktrin pergerakannya terkandung makna-makna politik, terdapat taktik dan 
strategi untuk merealisasikan ide dan gagasan sosialnya mewujudkan masyarakat 
ideal, masyarakat utama yang berdimensi keadilan dan kesejahteraan. Dalam usaha 
memahami bagaimana taktik dan strategi itu diperankan oleh Muhammadiyah, tentu 
akan terkait erat dengan bagaimana gerakan ini menempatkan dirinya pada percaturan 
politik bangsa dalam makna substantif.28 
Pra Muhammadiyah, Islam identik dengan kekolotan, kebodohan dan 
keterbelakangan, kemudian Kyai Dahlan hadir untuk menjadikan Islam sebagai 
agama fungsional bagi kehidupan sosial kemanusiaan dengan mengusung misi 
pencerahan dan pencerdasan anak bangsa agar terlepas dari belenggu sosial politik 
dan kemanusiaan.29 
Elit yang menduduki posisi formal dan penting dalam struktur kepemimpinan 
dan organisasi muhammadiyah yang dijadikan bahan penelitian ialah elit 
Muhammadiyah yang terdiri atas lima kelompok: 
Pertama, elit ulama atau agama, yakni elit muhammadiyah yang secara 
khusus memiliki bobot sebagai kyai atau tokoh agama. Kedua, elit politik atau 
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politisi, yakni Muhammadiyah yang secara khusus memiliki kedudukan dan peran 
sebagai aktivis politik di PAN. Ketiga, elit pedagang atau wiraswasta, yakni elit 
Muhammadiyah yang secara khusus memiliki pekerjaan utama sebagai, pengusaha 
atau wiraswastawan. Keempat, elit birokrat atau birokrasi, yakni elit Muhammadiyah 
yang secara khusus memiliki pekerjaan utama sebagai pegawai negeri. Kelima, elit 
swasta, yakni elit Muhammadiyah yang secara khusus memiliki pekerjaan sebagai 
pegawai atau karyawan swata.30  
Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan telah merumuskan visi dan 
misiyang sudah jelas, sehingga dapat melahirkan gerakkan yang terarah dan mencapai 
tujuan serta sasaran yang diinginkan secara bersama. Sebagai sebuah gerakan, dalam 
perjalanannya Muhammadiyah melaksanakan usaha dan kegiatannya dalam berbagai 
bidang kehidupan masyarakat di Indonesia. Usaha dan kegiatan Muhammadiyah 
dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang, yakni: 
1. Bidang Keagamaan, yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam 
bidang aqidah, ibadah, akhlak dan mu‟amalah berdasarkan al-Qur‟an dan as- 
Sunnah, mendirikan masjid dan mushalla sebagai tempat sarana ibadah. 
2.  Bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan yang beroerientasi kepada 
perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren. 
                                                             







3. Bidang social kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal 
usaha rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, apotik, panti 
asuhan anak yatim. 
4.  Bidang partisipasi politik, di mana Muhammadiyah bukan partai dan 
underbouw partai politik, akan tetapi sebagai partisipasi politik 
Muhammadiyah dalam bentuk beramar ma‟ruf nahi mungkar dan memberikan 
panduan etika, moral dan akhlakul karimah terhadap kebijakan-kebijakan 
pemerintah dan masyarakat.31 
Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah di Sulawesi 
mulai menyebar ke berbagai daerah yang ada di Sulawesi  Selatan seperti sebagai 
berikut : 
 Tabel 4.2 Invasi Muhammadiyah di Sulawesi 
No Kota Masuk Pada Tahun 
1 Pinrang 1930 
2 Pare-Pare               1929 
3 Majene               1929 
4 Soppeng  1928 
5 Sengkang   1928 
6 Pangkajene   1928 
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7 Maros  1929, 
8 Barru             1928 
9 Gowa  1928 
10 Takalar  1930 
11 Sinjai  1928 
12 Selayar 1928 
13 Jeneponto 1933 
14 Luwu               1928 
15 Enrekang  1933 
 
Perkembangan baik yang dialami gerakan Muhammdiyah  di Sulawesi selatan 
tidak dapat dilepaskan dari kemamapuan Muhammadiyah dalam mengembangkan 
amal usahanya diberabagai bidang, seperti Bidang Dakwah, pendidikan, sosial dan 
kesehatan. Dibidang Dakeah dengan mengandalakna tabliq-tabliq dan mendirikan 
mesjid dan mushallah. Dibidang pendidikan dengan mendirikan Sekolah umum dan 
madrasah. Dibidang Sosial dengan mendriikan rumah anak yatim dibidang kesehatan 
dengan mendirikan poliklinik. 
Dalam menjalakan misinya sebagai gerakan pembaharuan di Sulawesi 
Selatan, Muhammadiyah mengalami rintangan dari 3 kelompok masyarakat, yaitu 






menuduh kaum Muhammadiyah menuduh gerakan Muhammadiyah akan mengubah 
adat istiadat karena banyak menyerang tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat 
seperti, tradisi Accera Kalompoang atau Arajang,  
Kaum Islam tradisional menuduh Muhammdiyah bahwa Muhammadiyah 
adalah gerakan yang akan merusak dan mengubah agama islam karena 
Muhammdiyah melarang masyarakat membaca talkin di kuburan, berkhutbah tidak 
menggunakan bahasa Arab (memekai bahasa lokal) tidak ada shalat Dzuhur setalah 
shalat Jumat, tidak membaca khunut di waktu Subuh, salah tarawih 11 rakaat, shalat 
Id di tanah Lapang, tidak ada taklilan, tidak ada kenduri pada hari-hari tertentu di 
rumah orang, dan shalat dengan memakai celana panjang tanpa kopiah. 
Sedangkan kaum bangsawan menjadi sangat hati-hati karena Muhammadiyah 
memandang semua manusia sama derajatnya disisi Allah, hanya ketakwaan saja yang 
membedakannya. Konsep ini secara tidak lalngsung menyerang konsep strata sosial 
Sulawesi selatan yang menempatkan kaum bangsawan sebagai strata tertinngi. 
Nmaun demikian Kaum bangsawan tidak serta merta melerang gerakan 
Muhammadiyah bahwa ada sebagai kaum bangsawan yang tampil menjadi tokoh di 
Muhammadiyah seperti di Bulukumba hanya di daerah Bone saja yang secara tegas 






 Walaupun Muhammdiyah mendapat rintangan, namun Muhammdiyah tetap 
berkembang dengan baik di Sulawesi Selatan. Perkembangan baik ini tidak dapat 
dilepas dari 4 faktor : 
1. Muhammadiyah tidak terlepas dari politik praktis 
2. Muhammadiyah memiliki kemampuan organisasi yan baik 
3. Muhammadiyah konsisten dengan gerakan pembaharuannya. 
4. Peran para pedagang haji dan bangsawan. 
Pada tanggal 2 Juli 1926 Muhammdiyah Groep Makassar berubah status 
menjadi Cabang Makassar pelantikan pengurus Cabang Makassar dilakukan oleh 
Muhammad Yunus Anis atas nama Hoofbestuur Muhammadiyah. Setelah pematikan 
selesai Hj. Muhammad Yunus tinggl beberapa hari di Makassar dalam rangka 
memberi arahan dan bimbingan. Dengan adanya rahan tersebut pengururs 
Muhammadiyah cabang makasasar diharapkan dapat mengembangkan 
Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu. Pengurus Muhammadiyah cabang 
Makassar adalah para Pedagang, kecuali Dg. Minggu yang bekerja sebagai Mandor 
Kepala Pelabuhan  Makassar. Diantara mereka ada yang berprofesi sebagai pedagang 
Kain, akan tetapi kebanayakan dari mereka adalah bekerja sebagai pedangang hasil 
bumi, yang waktu itu lebih populer dengan istilah producten Andloar. Mereka 
membuka usaha dagangnya di Kmapung Butung Makassar sebagai Pedagang Mereka 






Sulawesi Selatan, hubungan dagang tersebut telah terjalin sejak lama, jauh sebelum 
Muhamdiyah masuk. 
Setelah Muhammadiyah Cabang Makasar terbntuk Muhammadiyah Cabang 
Makassar mendapat amanah dari Hoose Bestuur Muhammdiyah untuk menyebarakan 
Muhammadiyah ke Seluruh Sulawesi Selatan dan daerah sekitanrya. Dengan manah 
tersebut pengurus Muhammadiyah itulah Al Yamni memperkenlakna perkumpulan 
Muhammadiyah kepada para pengurus As-Syahartul Mustakim. Sedangkan pada 
konteks Muhamadiyah di Kecamatan Bajeng, tokoh yang membesarkan 
Muhammadiyah adalah sebagai berikut : 
1. H.Mapparenta Dg.Gau 
2. Zainal Abidin Dg.Siga. 
3. Mantasya Eppe. 
4. Muhammad Tarfi Dg.Nangka.  
B. Partisipasi Politik Kader Muhammadiyah di Kecamatan Bajeng Kabupaten 
Gowa   
Partisipasi politik yang terjadi di Kecamatan Bajeng memiliki hal yang 
menarik, sebab terdapat dominasi Muhammadiyah dalam kontestasi Pemilihan 
Legislatif pada Tahun 2014. Keterlibatan kader Muhammadiyah dalam kontestasi 
Pileg 2014 menorehkan prestasi yang baik di saat 4 kader Muhammadiyah yang 
berasal dari berbagai parpol berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kab.Gowa. 






Bajeng. Terdapat 2 asfek yang penting yang dapat memepengaruhi tinggi rendahnya 
tingkat partisipasi politik seseorang, yakni asfek kesadaran politik seseorang dan 
kepercayaan politik terhadap pemerintah.32 
3. Partisipasi Politik Konvensional di Kecamatan Bejeng Kabupaten Gowa   
Partisipasi Politik  Konvensional merupakan bentuk partisipasi yang terjadi di 
Kabupaten Gowa, Partisipasi konvensional tersebut meliputi Pemberian suara( 
voting) kegiatan kampanye, mebentuk dan bergabung di kelompok kepentingan serta 
komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Bentuk partisipasi 
konvensioanal tersebut diantaranya sebagai berikut : 
a. Ikut Serta Dalam Kegiatan Pemilihan 
Partisipasi pada pembahasan ini menitikberatkan pada keikutsertaan dalam 
kegiatan Pemlihan Legislatif, untuk memahami keikutsertaan tersebut maka harus 
dilihat dari 2 asfek yaitu aktor yang mencalonkan diri dan masyarakat yang 
berpotensi memilih aktor tersebut. 
Dalam kaitannya dengan Partisipasi politik yang ada di Kecamatan Bajeng, 
masyarakat sekaligus kader Muhammadiyah antusias dalam mengikuti proses 
pemilihan legislatif. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasilnya kader 
Muhammadiyah dalam proses pemilihan Anggota legislatif pada tahun 2014 lalu dan 
besarnya angka partisipasi pemilih yaitu sekitar 7,5%. 
Tabel 4.3 Daftar Anggota Legislatif yang berasal dari Kader Muhammadiyah 
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No Nama Kader Partai Politik Perolehan 
Suara 
1 Hj,Jamaluddin Tiro Demokrat 1.900 
2 Syamsuharni Dg.Taco Golkar 2.500 
3 Nasruddin Dg.Sitakka Gerindra 2050 
4 Muh.Fitriadi  PKS 1.500 
 
Keberhasilan kader Muhammadiyah tersebut didorong oleh dukungan kader 
Muhammadiyah yang cukup besar, sesuai dengan wawancara berikut : 
“Di Kecamatan Bajeng ini yang paling menonjol adalah warga 
Muhammadiyah dikarenakan warga Muhammadiyah memang seering 
terlibat pada momen-momen politik yang terjadi di Kcematan Bajeng 
mereka juga sering mensosialisasikan cara-cara memilih pemimpin 
yang peka terhadap kondisi rakyat hari ini”33. 
  
Terdapat alasan lain yang menyebabkan kader Muhammadiyah berpartisipasi 
dalam pemilihan legislatif 2014. Seperti kutipan informan berikut : 
“Muhammadiyah mengajarkan kita bahwa “sebaik-baik manusia 
ialah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, jadi melalui 
Pileg saya dapat terpilih menjadi anggota legislatif dan ingin 
bermanfaat kepada orang banyak terkhusus di Kecamatan Bajeng 
sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah. Dan selain itu ketika ada 
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kebijakan Muhammadiyah kita bisa bawa ke legislatif untuk 
diperjuangkan sehingga menjadi Perda”34. 
 
Kutipan ditas merupakan salah satu alasan mengapa informan memilih terjun 
kepartai politik dengan menjadikan ajaran Muhammadiyah sebagai motivasi. 
Sedangkan disisi masyarakat sebagai pemilih, keterlibatan masyarakat dapat 
diketahui dengan mengutip kutipan informan berikut : 
 
“Muhammadiyah menjadi yang paling terdepan pada pIleg 2014 
kemarin karena mendorong beberapa kadernya dalam kontestasi 
tersebut, jadi warga atau masyarakat Bajeng antusias dalam Pileg ini 
dikarenakan mereka sudah sangat mengenal calon-calon dari 
Muhammadiyah yang ingin maju bertarung di Pileg 2014.35 
 
Kutipan diatas menujukkan bahwa antusias masyarakat Bajeng dalam 
menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh karena masyarakat telah mengenal figur 
yang bertarung dalam Pileg tersebut. Jadi terdapat relasi atau hunungan antara tingkat 
partisipasi politik di Kecamatan Bajeng dan Figur yang terlibat dalam kontestasi 
tersebut, selain itu faktor lain adalah Organisasi Muhamadiyah sebagai organisasi 
yang ditempati oleh figur-figur politik tersebut juga berpengaruh sebab masyarakat 
dan figur-figur tersebut mengenal,  bertemu dan berinterkasi melalui kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah itu sendiiri. 
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Partisipasi politik yang ada di Kecamatan Bajeng melibatkan 2 unsur yaitu 
aktor sebagai elit dan kader Muhammdiyah sedangkan masyarakat sekaligus kader 
Muhammdiyah juga menggunakan hak pilihnya pada Pileg 2014. Dengan demikian 
dapat diketahui bahwa Partisipasi kader Muhamdiyah yang maju di kursi legislatif 
maupun pemilih di Kecamatan Bajeng yang notabene merupakan Kader 
Muhammdiyag berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan kader Muhammadiyah. 
b. Bergabung di Partai Politik 
Keberadaan partai politik merupakan pengakuan atas adanya kebebasan 
berserikat dan menyampaikan pendapat. Namun demikian keberadaan Partai Politik 
secara kuantitatif saja tidak bisa dijadian tolak ukur keberhasilan demokratisasi di 
suatu negara, melainkan partai politik harus mampu menjalankan fungsinya dan 
berkompetensi  dalam pemilihan umum. Selain partai politik juga berfungsi untuk 
sebagai sarana sosialisasi politik, artinya partai politik berfungsi mensosialisasikan 
sistem politik maupun fenomena politik kepada masyarakat.36 
Bergabungnya kader Muhammadiyah di Partai Politik merupakan bentuk 
upaya kader Muhammadiyah untuk terlibat dalam sisitem, sehingga dapat 
mempengaruhi kehidupan orang banyak. Seperti kutipan informan berikut : 
Pada Pileg 2014, kader-kader Muhammadiyah berafiliasi atau 
tersebar kebebrapa partai politik untuk mencalonkan diri pada Pileg 
2014 lalu, ada yang ke Partai Gerindra, PAN, NasDem, dan 
Demokrat. Dalam partai inilah mereka menjadikan alat politik untuk 
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menduduki jursi Legislatif Kabupaten Gowa karena menurut mereka 
untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang diinginkan Muhammadiyah 
itu melalui jalan politik atau terjun dalam politik.37 
Muhammadiyah dan Partai Politik merupakan organisasi sosial keagamaan 
dan organiasasi politik,  yang  memiliki banyak perbedaan  namun tidak terlepas dari 
proses transmisi kepentingan masyarakat melalui  lembaga tersebut sebab proses 
politik membutuhkan tuntunan dari warga negara sebagai masukan, yang kemudian 
diolah oleh mesin politik dan menghasilkan Keputusan poltiik38 
Keterlibatan kader Muhammadiyah untuk terjun di partai Politik juga 
didorong oleh arahan Pengurus Pusat Muhammadiyah yang berbunyi : 
“Setiap kader Muhammadiyah harusnya terjun dalam dunia politik 
untuk memaslahatkan masyarakat banyak, dan kader Muhammadiyah 
harus menjadi pemimpin baik dalam jabatan politik atau 
pemerintahan dalam suat masyarakat Muhammadiyah.”39 
 
Keterlibatan kader Muhammadiyah di Kecamatan Bajeng, dalam  melakukan 
aktivitas politiknya memperjelas bahwas kader Muhammdiyah mengikuti arahan 
Pengurus Pusat Muhammadiyah dan mempertagas bahwa Muhamddiyah merupakan 
wadah yang memberikan fungsi sosialisasi politik, sosialisasi politik yang dimaksud 
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adalah suat transmisi pengetahuan sikap, nilai, norma dan prilaku esensial dalam 
kaitanya dengan politik agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik.40 
Proses transmisi tersebut telah dipraktikkan oleh kader Muhammadiyah di 
Kecamatan Bejeng dengan terjun ke partai politik yang juga merupakan realisasi dari  
partisipasi politik, selain itu juga memperjelas bahwa keterlibatan dalam organisasi  
memberikan dampak yang besar terhadap tingkat partisipasi politik. Menurut Subakti 
terdapat dua asfek penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi 
politik seseorang, yakni aspek kesadaran politik  seseorang dan kepercayaan politik 
terhadap Pemerintah. 
 Kesadaran terhadap hak sebagai warga negara baik hak-hak politik, hak 
ekonomi, maupun hak untuk mendapat jaminan sosial dan hukum. Sedangkan 
kesadaran terhadap Kewajiban sebagai warga negara baik kewajiban  dalam sistem 
politik, kehidupan sosial dan kewajiban lain ikut memberikan pengaruh terhadap 
tinggi rendahnya partisipasi seseorang.   
4. Muhammadiyah Sebagai Kekuatan Politik 
Muhammadiyah sebagai kekuatan politik dilihat dari sudut pandang 
pemimpin ( elit-elit Muhammadiyah), pengikut ( masyarakat) serta situasi. Dengan 
menggunakan konsep kekuatan dari sudut pandang elit, pengikut serta situasi maka 
mendukung terbentuknya kekuatan politik yang memiliki andil yang begitu besar. 
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Termasuk keterpilihan kader Muhammadiyah sebagai latar belakang organisasi dari 
kader-kader tersebut.  
Dari persfektif kader/elit Muhammdiyah yang menjadi ketua Umum 
PC.Muhammdiyah Bajeng adalah H.Fitiriadi sekaligus politisi PKS, dengan latar 
belakang agama dan politik yang mapan, Muhammdiyah berhasil meloloskan 4 
kadernya pada Pileg 2014.Sehingga kondisi tersenut semakin memperjelas relasi 
antar latar belakang Kader Muhammdiyah dan tingkat keterpilihan. Hal ini juga 
merupakan bukti kongkrit keberhasilan Muhammdiyah menjadi organisasi sosial 
kegamaan yang memproduksi kader bukan sekedar mahir dalam hal agama saja 
namun memiliki iklim organisasi yang sadar akan pentingnya berpartisipasi politik. 
Hal tersebut sebagaimana kutipan informan berikut : 
“Muhammdiyah organisasi islam yang sangat bagus, keberadaanya di 
Kecamatan Bajeng membuat suatu perubahan bagi masyarakat 




Pujian terhadap kualitas kader tersebut bukan tanpa alasan, sebab menjadi 
kebiasaan di Masyarakat Bajeng memberikan perhatian khusus kepada masyarakat 
dibebabkan efektifnya peran Muhammadiyah dalam menjalankan program 
keagamaan, sosial dan pendidikan, dibuktikan dengan pembangunan sekolah, mesjid, 
panti asuhan, majelis taklim,dan lain sebagainya. 
Persfektif pengikut atau partisan, adanya anjuran kader Muhammdiyah untuk 
terjun kepolitik praktis membuat Muhammdiyah menjelma menjadi kekuatan politik 
yang sangat berpengaruh di Kecamatan Bajeng, Seperti kutipan informan berikut : 
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“setiap moment politik pasti ada kader Muhammdiyah Bajeng terlibat 
didalamnya entah Pilcaleg, Pilbup, Pildes dan sebagainya jadi 
mereka kader Muhammadiyah Bajeng tersebar dalam kontestasi 
politik. Setiap pertarungan Pilcaleg pasti ada kader Muhammdiyah 
yang maju bertarung,ajaran Muhammdiyah dalam kontestasi politik 
ialah membumikan nilai-nilai kenabian dalam menajalankan politik, 
jadi warga Muhammdiyah mengikuti perintah nabi Muhammad saat 
menajalankan politik dan Nabi Muhammad memiliki kriteria sang 
pemimpin dan itu yang diikuti oleh kader Muhammdiyah sehingga 
kami tidak meragukan kader Muhammadiyah”42 
 
 Kutipan tersebut memperlihatkan eksistnsi kader Muhammdiyah dan 
dukungan masyarakat terhadap kader Muhammdiyah tersebut, hal ini merupakan 
bentuk legitimasi masyarakat terhadap keberadaan kader Muhammdiyah ditenggah-
tengah masyarakat Bajeng. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi politik berjalan 
dengan baik.  
 Sedangkan persfektif kondisi menujukkan bahwa ikatan emosional antara 
masyarakat dan kader Muhammadiyah turut membantu memudahkan kader 
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C. Strategi Kader Muhammadiyah Dalam Membangun Kekuatan Politik Di 
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 
Strategi kader Muhammadiyah untuk memperoleh kemenangan pada 
Pemilihan legislatif di Kecamatan Bajeng cenderung pada pola-pola yang ditawarkan 
oleh Peter Schoder dalam buku strategi politiknya, hal tersebut disebabkan oleh 
adanya pola penggunaan yang cenderung pada  upaya untuk memposisikan organisasi 
berdasarkan realita lingkungan operasionalnya, terutama pada asfek lingkungan 
internal. Lingkungan internal, yang terdiri atas sumberdaya-sumberdaya, kekuatan, 
peluang, serta tuntutan dari dalam organisasi itu sendiri. Perencanaan strategi harus 
mampu mengenali dan menilai peluang dan ancaman yang terjadi di lingkungan 
eksternal yang berhubungan dengan visi, serta tujuan akhir organisasi.43 
Kader Muhammadiyah dalam melakukan strategi politik cenderung 
diuntungkan oleh eksistensi Muhammadiyah di kecamatan Bajeng, pembauran 
Muhamdiyah di masyarakat begitu masif dan dirasakan langsung oleh masyarakat 
baik disektor agama, kesehatan serta pendidikan membuat Muhammdiyah menjadi 
oragniassi keagamaan yang sentral di masyarakat Bajeng. 
Keikutertaan kader Muhammadiyah yang berkecimpung di partai politik pada 
berbagai kegiatan Muhammadiyah juga menjadi dampak positif yang diterima oleh 
masyarakat Bajeng sebab masyarakat secara rasional melihat eksistensi kader 
Muhammdiyah sebagai bukti keterlibatan kader pada kegiatan-kegiatan positif di 
masyarakat. Seperti kutipan informan berikut : 
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“Muhammadiyah organisasi islam yang sangat bagus, keberadaanya 
di kecamatan Bajeng membuat suat perubahan bagi masyarakat 
Bajeng. ajaran dan akhlak kadernya sangat bagus, bergaul dengan 
masyarakat sangat baik”.44 
 
 Kutipan informan diatas menjadi informasi yang membuktikan bahwa kader 
Muhammadiyah dan Organisasi Muhammadiyah memiliki peran dan persepsi positif 
yang begitu besar di mata masyarakat  Bajeng. Berdasarkan hal diatas maka kita 
dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh politisi 
sekaligus kader Muhammadiyah dan kaitannya dengan eksistensi Muhammadiyah. 
Strategi tersebut sebagai berikut : 
1. Strategi Campuran 
Strategi Campuran ini merupakan kombinasi antara strategi ofensif dan 
defnesif sebab, terdapat variabel strategi yang dilakukan oleh kader Muhammdiyah 
untuk maju pada Pileg 2014. Berikut strategi yang ditemukan penulis :  
a. Menjual Visi Misi 
Menjual Visi Misi merupakan startegi yang diterapkan oleh kader-kader 
Muhammadiyah yang terjun di Pileg 2014, secara umum visi misi yang ditawarkan, 
point pentingnya adalah fokus pada asfek spritual masyarakat serta mencegah upaya 
politik transaksional (money politik). Upaya yang dilakukan tersebut juga terdapat 
dalam buku Strategi Politik, bahwa perumusan misi menjabarkan hal apa saja yang 
perlu direncanakan secara startegis. Misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu 
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optimis sehingga menjadi realistis.45Hal tersebut seperti pada kutiapn informan 
berikut : 
“Calon Legislatif yang bertarung dari kalangan Muhammadiyah 
ataupun kader Muhammadiyah mempunyai strategi yaitu menjual visi 
misi mereka kepada masyarakat Bajeng, dengan mengedepankan 
integritas dan kualitas. Dan inilah yang masyarakat lihat dari calon 
legislatif yang berasal dari Muhammadiyah yang menjadi salh satu 
alasan mereka memilih caleg yang berasal dari Muhammadiyah.”46 
 
Kutipan informan tersebut merupakan contoh penerapan strategi kader 
Muhammadiyah dalam upaya untuk meraup suara melalui upaya-upaya menjual visi-
misi, dengan demikian visi-misi sebagai pesan politik yang ingin disampaikan kepada 
masyarakat agar masyarakat teretarik memilih mereka. Upaya penerapan strategi 
politik ini sangatlah penting sebab tanpa strategi politik perubahan jangka panjang 
atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan.47 Sedangkan menurut 
H.Dg.Sitakka , strategi yang diterapakan adalah sebagai berikut „ 
“Strategi yang saya gunakan adalah mensosialisasikan ke Masyarakat 
Bajeng tentang “no money politics”  memberitahukan ke masyarakat 
Bajeng bahwa jangan memilih pemimpin yang memberi uang kepada 
masyarakat , pilih pemimpin yang sesuai dengan visi misinya kedepan 
untuk masyarakat agar memilih pemimpin dengan melihat akhlak dan 
kelakuannya.48 
 
Kutipan informan tersebut selain bermakna strategi politik penyampaian visi 
misi, juga membentuk persepsi citra yang dingin (target image) sehingga figur kader 
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Muhammadiyah dipersepsikan sebagai caleg yang kontra terhadap praktik-praktik 
money politik.. Berikut visi misi calon legislatif yang berlatar belakang kader 
Muhammadiyah :  
 Tabel 4.4 Perbandingan Visi dan Misi 
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Tabel 4.1 Visi dan Misi Calon Legislatif yang berlatarbelakang kader 
Muhammadiyah. 
 
Dari visi misi tersebut dapat diketahui bahwa visi misi yang ditawarkan oleh 
caleg yang berlatar belakang Kader  Muhammaidyah tersebut sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat dan mampu membentuk persepsi di masyarakat bahwa tidak cukup hanya 
mengandalkan figur kader muhammadiyah sebagai modal untuk menang namun 






b. Melibatkan Pemuda  
Pemuda atau generasi muda adalah konsep yang sering dibentuk oleh nilai-
nilai makananya bukan istilah ilmiah tetapi sering lebih merupakan pengertian 
ideologi.”Pemuda sebagai harpaan bangsa” pemuda harus dibina. Semua itu, 
memperlihatkan syaratnya nilai-niali yang melekat pada kata Pemuda. Dari Sudut 
kependudukan umumunya dimasukkan kedalam golongan usia 15 tahun sampai 25 
tahun.49 
Persfektif politik pemuda dilihat dari keterlibatan Pemuda dalam penerapan 
starategi politik ini adalah didasari dari praktik kaderisasi yang berlangsung di 
internal Muhammadiyah, internal Muhammadiyah membangun sistem yang tidak 
terlepas dari relasi senioritas, relasi inilah yang menjadi salah satu jalan bagi pemuda 
Muhammadiyah dan elit Muhammadiyah untuk membangun kepentingan. Hal 
tersebut di uraikan dalam kutipan wawancara berikut : 
“Dalam menjalankan strategi adalah dengan melihat posisi pemuda, 
yang menjalankan strategi adalah pemuda atau kader Muhammadiyah 
yang sering berinterkasi atau terlibat mengadakan kegiatan sosial dan 
keagamaan di Kecamtan Bajeng, kehadiran pemuda mejadi 
pendukung dalam menajalankan strategi”50 
Selain kutipan wawancara tersebut terdapar penuturan lain yang berkaitan 
dengan keterlibatan pemuda sebagai objek dan subjek strategi. Sebagai berikut : 
“KaderMuhammdiyah sangat rajin melakukan kegiatan kepemudaan 
yang bertemakan keislaman di Kecamtan Bejeng. Pemuda atau kader 
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maka Muhammadiyah Bejeng, mereka selalu berada di Mesjid 
melakukan kegiatan pengajian dan sebagainya, serta juga mereka 
sering mengajar mengaji bagi anak-anak. Jadi kader Muhammdiyah 
secara spritual memang sangat baik dan itu yang membuat 
masyarakat atau warga Bejeng kagum pada kader Muhammdiyah  51 
 
Dari kedua kutipan tersebut dapat diketahui keberadaan dan peran Pemuda 
Muhammdiyah sebagai subjek dan objek yang turut menjalankan strategi politik 
sehingga strategi kader muhammdiyah berjalan efektif dan mampu menarik simpati 
masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial, agama dan pendidikan. 
c. Mengoptimalkan Peran Muhamadiyah  
Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang lahir dari sprit 
memurnikan kembali ajaran islam kini semakin maju seiring dengan perkembangan 
zaman, misi untuk memurnikan ajaran islam kini tersubtitusikan ke asfek yang lebih 
besar lagi, yaitu dengan terjunnya kader-kader Muhammdiyah di sektor politik, 
dengan semangat menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Keberadaan 
Muhammdiyah dan kader Muhammdiyah yang terjun kedalam dunia politik kini 
semakin sulit untuk dipisahkan sebab optimalnya peran Muhammdiyah di masyarakt 
berbanding lurus dengan persepsi masyarakat terhadap Kader Muhammdiyah 
termasuk elit yang terjun ke partai politik. 
Optimalnya peran Muhammdiyah menjadi strategi politik yang dijalankan 
oleh kader Muhammdiyah sebagaimana kutipan informan berikut : 
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“Hubungan caleg Muhammdiyah dengan konstitueenya sangat erat, 
sangat baik termasuk saya, merka hampir setiap sore datang 
bersilaturahmi menemui konstituenyya untuk sekedar berbagai cerita 
.Selain itu kami sering bertamu dalam forum-forum kajian di mesjid, 
jadi silaturahmi kami sangat nbaik dengan caleg dari 
Muhammdiyah.”52 
Selain itu dengan informan yang sama, juga mengatakan :  
“Ajaran Muhammdiyah dalam kontestasi politik ialah membumikan 
nilai-nilai kenabian dalam menjalankan politik, jadi warga 
Muhammdiyah mengikuti perintah Nabi Muhammad saat menjalankan 
politik, jadi warga Muhammadiyah mengikuti perintah Nabi 
Muhammad saat menjalankan politik dan Nabi Muhammad punya 
kriteria seorang pemimpin dan itu yang diikuti oleh kader 
Muhammadiyah, sehingga kami tidka meragukan kader 
Muhammadiyah, sebagian warga Bajeng memiliki sifat memilih 
pempin dengan melihat latar belakang Muhammdiyah dan saya lihat 
walaupun bukan warga Muhammdiyah tetapi ada pemimpim atau 
misalnya caleg dari Muhammadiyah yang berkontestasi mereka tetap 
memilihnya jadi walaupun bukan Muhammadiyah mereka tetap 
memilih pemimpin yang berlatar belakang Muhammdiyah karena 
mereka melihat kinerja atau akhlak Muhammadiyah Bajeng selama 
ini.53 
Kutipan informan tersebut dapat diketahui bahwa dengan mengoptimalkan 
peran Muhammdiyah di Kecamatan Bajeng akan berbanding lurus dengan citra 
positif yang diterima oleh kader Muhamadiyah,  Kaitannya dengan strategi politik 
adalah dapat dilihat dari penilaian situasional dan evaluasi. Artinya situasi yang 
menunjukkan bahwa tingginya angka kepercayaan Muhammadiyah dan kader 
Muhammdiyah menjadi keuntungan bagi kader Muhammdiyah. Sehingga caleg lain 
sangat kesulitan dalam menarik simpati masyarakt sebab sebelumnya telah terbangun 
kepercayaan yang baik. 
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Tahapan strategi politik yang ditulis dalam buku Peter Schoder yaitu 
menganalisa kelekuatan dan kelemahan, dalam konteks ini  kader Muhammdiyah 
menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai modal utama dalam meraup suara dan 
memproteksi konstituen mereka dengan cara mengoptimalkan kegiatan, silaturahmi, 
sehingga membuat masyarakat semakin simpati. Sedangkan analisis kelemahan 
adalah pada asfek black campaign, money politik, dan majunya 4 kader 
Muhammadiyah di Pileg menjadi tantangan dan dapat dikoversikan sebagai 
kelemahan sebab money politik dianggap mampu merusak mental masyarakat untuk 
lebih materialistik, sedangkan penyebaran berita bohong lebih condong pada 
manajemen isu, sedangkan banyaknya kader Muhammadiyah yang mencolonkan diri 
juga dituding sebagai penyebab pemecah suara masyarakat Bajeng dan 
Muhamadiyah. 
d. Mengandalkan Jaringan Keluarga  
Jaringan keluarga menjadi asfek yang sangat berpengaruh dalam 
mempengruhi orientasi pemilih, sebab keluarga termasuk dalam agen sosialisasi 
politik, pada kelaurgalah terjadi proses trasmisi nilai, proses sosialisasi nila-nilai 
termasuk wawasan seputar politik terjadi. Dengan terjadinya interkasi yang intens 
dalam keluarga maka kesamaan oritentasi poltitik tidak dapat dihindari. Untuk itu 
Keluarga menjadi asfek yang sangat mendukung dalam penerapan sosialisasi politik 






Keluarga merupakan agen sosialisasi politik yang sangat potensial untuk 
mempengaruhi setiap individu. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan 
lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu. Dikatakan sebagai lingkungan 
yang pertama karena individu semenjak lahir dibesarkan dalam lingkungan keluarga, 
dan sebelum berkenalan dengan berbagai nilai dalam masyarakat, individu yang 
bersangkutan telah mengenal nilai-nilai dalam keluarga. Begitu juga keluarga 
merupakan lingkungan yang utama, karena individu umumnya menghabiskan 
sebagaian besar waktunya dalam lingkungan keluarga.54 Dengan demikian bagaimana 
situasi dan kondisi keluarga akan sangat mempengaruhi perkembangan individu. 
Begitu juga dalam kaitannya dengan kehidupan politik. Oleh sebab itu keluarga 
menjadi variabel penting dalam kesuksesan kader Muhammadiyah. Berikut kutipan 
informan : 
“Selain faktor Muhammdiyah, faktor penceramah, atau dai yang 
terlihat dalam diri saya, selain itu  faktor keluarga besar saya dan 
latar belakang pendidikan dan prestasi saya”55 
Sedangkan kutipan informan lain juga menagataka bahwa : 
“Saya dipilih  oleh mereka tidak dipungkiri bahwa saya juga 
mengguakanakan finansil tapi tidak banyak, justru kelauarga besar 
saya yang menjadi strategi sehingga masyarakat Bajeng memilih saya 
untuk mewakili mereka di kursi legilsatif.56 
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Kedua kutipan informan diatas merupakan bukti dari keterlibatan keluarga 
dalam penggunaan startegi politik dan berdampak postif dalam kemenangan kader 
Muhammadiyah dalam perebutan kursi legislatif. Ikatan kekeluargaan tersebut 
menjadi kombinasi antara prilaku memilih sosiologis dan prilaku prsikologis sebab 





















BAB V  
PENUTUP 
A.Kesimpulan 
Keterlibatan kader Muhammadiyah dalam kontestasi Pileg 2014 
menorehkan prestasi yang baik di saat 4 kader Muhammadiyah yang berasal dari 
berbagai parpol berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kab.Gowa. Keberhasilan 
tersebut berbanding lurus dengan partisipasi politik di Kecamatan Bajeng. Bentuk 
partisipasi politik yang terjadi di Kecamatan Bajeng yaitu bentuk Partisipasi 
Politik  Konvensional, yaitu tersebut meliputi Pemberian suara( voting) kegiatan 
kampanye, mebentuk dan bergabung di kelompok kepentingan serta komunikasi 
individual dengan pejabat politik dan administratif. 
Dalam kaitannya dengan Partisipasi politik yang ada di Kecamatan 
Bajeng, masyarakat sekaligus kader Muhammadiyah antusias dalam mengikuti 
proses pemilihan legislatif. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasilnya kader 
Muhammadiyah dalam proses pemilihan Anggota legislatif pada tahun 2014 lalu 
dan besarnya angka partisipasi pemilih yaitu sekitar 7,5%. Antusias masyarakat 
Bajeng dalam menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh karena masyarakat 
telah mengenal figur yang bertarung dalam Pileg tersebut. Jadi terdapat relasi atau 
hunungan antara tingkat partisipasi politik di Kecamatan Bajeng dan Figur yang 
terlibat dalam kontestasi tersebut. 
Bergabungnya kader Muhammadiyah di Partai Politik merupakan bentuk 
upaya kader Muhammadiyah untuk terlibat dalam sisitem, sehingga dapat 
mempengaruhi kehidupan orang banyak, Keterlibatan kader Muhammadiyah di 






kader Muhammdiyah mengikuti arahan Pengurus Pusat Muhammadiyah dan 
mempertagas bahwa Muhamddiyah merupakan wadah yang memberikan fungsi 
sosialisasi politik 
Muhammadiyah sebagai kekuatan politik dilihat dari sudut pandang 
pemimpin ( elit-elit Muhammadiyah), pengikut ( masyarakat) serta situasi. 
Dengan menggunakan konsep kekuatan dari sudut pandang elit, pengikut serta 
situasi maka mendukung terbentuknya kekuatan politik yang memiliki andil yang 
begitu besar. Strategi kader Muhammadiyah untuk memperoleh kemenangan pada 
Pemilihan legislatif di Kecamatan Bajeng cenderung pada pola-pola yang 
ditawarkan oleh Peter Schoder dalam buku strategi politiknya, hal tersebut 
disebabkan oleh adanya pola penggunaan yang cenderung pada  upaya untuk 
memposisikan organisasi berdasarkan realita lingkungan operasionalnya, terutama 
pada asfek lingkungan internal. 
 
Strategi Campuran yaitu startegi yang digunakan oleh kader 
Muhammadiyah sebab startegi ini merupakan  merupakan kombinasi antara 
strategi ofensif dan defnesif , terdapat variabel strategi yang dilakukan oleh kader 
Muhammdiyah untuk maju pada Pileg 2014. Upaya yang dilakukan yaitu menjual 
visi dan misi, Melibatkan Pemuda, Mengoptimalkan Peran Muhamadiyah, 
Mengandalkan jaringan keluarga.  
Realisasi menjual visi mii yaitu menyasar pada asfek spritual masyarakat 
serta mencegah upaya politik transaksional (money politik). Strategi politik 
penyampaian visi misi, juga membentuk persepsi citra yang dingin (target image) 
sehingga figur kader Muhammadiyah dipersepsikan sebagai caleg yang kontra 






Realisasi Melibatkan Pemuda Persfektif politik pemuda dilihat dari 
keterlibatan Pemuda dalam penerapan starategi politik ini adalah didasari dari 
praktik kaderisasi yang berlangsung di internal Muhammadiyah, internal 
Muhammadiyah membangun sistem yang tidak terlepas dari relasi senioritas, 
relasi inilah yang menjadi salah satu jalan bagi pemuda Muhammadiyah dan elit 
Muhammadiyah untuk membangun kepentingan. Realisasi Mengoptimalkan 
Peran Muhamadiyah di masyarakat berbanding lurus dengan persepsi masyarakat 
terhadap Kader Muhammdiyah termasuk elit yang terjun ke partai politik. 
Keterlibatan keluarga dalam penggunaan startegi politik dan berdampak 
postif dalam kemenangan kader Muhammadiyah dalam perebutan kursi legislatif. 
Ikatan kekeluargaan tersebut menjadi kombinasi antara prilaku memilih sosiologis 
dan prilaku prsikologis sebab kedua asfek ini terdapat dilapangan. 
B.Implikasi 
Skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat, 
akademisi dan para politisi, sebab politik dan agama memiliki kesinambungan 
dalam kehidupan, keduanya harus memeiliki relasi yang seimbang sehingga 
agama dan politik dapat berkontrbusi dalam kemajuan berbangsa dan bernegara. 
Partisipasi politik kader Muhammadiyah harus dijadikan sebagai pelajaran 
penting dalam praktik berdemokrasi diranah lokal sebab keikutsertaan dalam 
aktifitas sangatlah penting. 
Keterlibatan kader Muhammadiyah dalam aktifitas politik menjadi hal 
penting, sebab kualitas kader yang telah diakui oleh masyarakat menumbuhkan 
harapan masyarakat/kader Muhammdiyah sebagai perwakilan mereka dii 
masyarakat namun akan menjadi bomerang ketika para elit Muhammiyah tersebut 
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Wawancara bersama Muh.Fitriadi ( Ketua Umum PC.Muhammadiyah Bajeng sekaligus Anggota 
Praksi PKS) 
Wawancara bersama Dg.Sitakka ( Politisi Partai Gerindra sekaligus kader Muhammadiyah) 







1. Bagiamana pandangan anda tentang organisasi Muhammadiyah hari ini? 
2. Menurut anda bagaimana keunggulan kader Muhammadiyah daik dalam 
asfek spiritual maupun sosial politik? 
3. Menurut anda, Bagaimana ajaran-ajaran Muhammadiyah yang memiliki 
hubungan dengan ehidupan sosial politik, serta kontestasi politik? 
4. Menurut anda apakah latar belakang kader Muhammadiyah menjadi 
pertimbangan dalam memilih pemimpin ? 
5. Sepengatuhan anda, bagaimana keterlibatan kader Muhammadiyah  dalam 
kontestasi politik khususnya di Kec.Bajeng? 
6. Bagaimana pendapat anda tentang hubungan antara calon legislatif yang 
berasal dari Muhammadiyah dan konstituennya? 
Strategi Kader  
Jika dilihat dari Rumusan masalah, daftar pertanyaan ini hanya untuk 
Kader Muhammadiyah yang berkontestasi di Pileg 2014 
1. Menurtu anda bagaiamana pertarungan kekuatan politik pada pileg 
kemarin? 
2. Kekuatan politik apa saja yang sangat dominan dalam Pileg 2014? 
3. Menurut anda apakah ada kecenderungan masyarakat Bajeng memilih 
Anggota legislatif karena berdasarkan latar belakang Muhammadiyah? 
4. Sebagai kader yang berasal dari Muhammadiyah, apa saja motivasi 
anda untuk terlibat dalam Pileg ? 






6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 
dalam menjalankan strategi politiknya? 
7. Menurut anda, selain faktor latar belakang kapasitas dan sbg kader 
Muhammadiyah, faktor apa saja yg menyebakan masyarakat memilih 
anda?  
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